


FI

r{EPurusAlt r(EPALA KArrroR wrr,AyAH r{tMErrtRrAIr AGAMA
PROVI1TSI .IAWA TIMUR

IroMoR 3173 TAHUn 2018
TEITTAITG

pruBERrAr$ rzllr pEltDrRIAn I OprnAsrorlAL
RAUDHATT'L ATHFAL PERITAfiIX'A GAI'I'TGAT KABT'PATEIT BLITAR

PROVIITSI JAWA TIUUR

DT1TGAIT NAIIMAT TT'IIAI{ YAITG MAIIA ESA

XAPALIT I TTOR WILAYAH IIEMTITTERIAtr AGAtrA PROVtrSI JAWA TIMUR,

1

:ii

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

h.

C.

A

bahwa dalam gangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perru memberikan
kesempatan masyarakat merarui organisasi berbadan hukumuntuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahx'e masa berlaku izin operasionar/pendcaa Raudhatut
Athfat sebagaimana tercantum dalam r.ampiran Keputusan ini
telah habis;

bahwa Raudhatul Athfal |sbrgaimana tercantum dalamLampiran Keputusan ini terah memenuhi persyaratan
perpanJangan izlrr pendlrlanloperasional Raudhatul Athfa-l
berdasarkan Rekomendasi dari- Kepala Kantor Kementerian
Agama KABUPATEN BLITAR Nomor :
Kd. 1 5.3 I / 2 / PP.OO / 1325 / 2O 1 6 ranggat 1 2 Aprit 2A t6;
bahu'a berdaearkan pertimbangan sebagairnana dimakoud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, -pertu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi
Jawa Timur tentang perpanjangan Izin pendiri.riTop.rasional
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA bNOUNCNT{
KABUPATEN BLITAR provinsi Jawa Timur.

llndanq-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran-Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20os tentang stapdar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo5 Nomor 41, Tambahan LembararNegara Republik
Indonesia Nomor 44961 sebagaimana telah aiuuarr dlngan
Peraturan Pemerintatt.r4'Nomor 13 T&run 2O1S tentang
Perubahal Kedua Atas Feraturan pemerintah Nomor 19 Thhun
2005. terrtang- standar Nasionar pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56ZO);
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5.

6.

7.

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor +g Tahun 2oog tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aS6al1; d '

Peraturan Pemerintah Nomor lr rahun 2olo tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Iembarai
Negara Republik Indonesia Tatrun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lernbar-an i"iegara Repubiik indonesia Nomor. 61so)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2olo tentang pembahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun zola tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran -Negaia 

Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5152);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2oo7
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolahDasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Perbama/Madrasah Tsanawiyah, dan sekolati Meneneah
Atas/Madrasah Aliyah; 4

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ls rahun 2olotentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
&Ieater"i Fendidikan dan Kebudayaarr Nornor 23 Tahun 2olg
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2ol3 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun zala tentang penyelenggaraan pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Is'tam Nomor l3gs
Tahun 2al4 tentang Petunjuk Teknis pendirian Madrasahyang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Isram Nomor sggs
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan l,,',
Pendirian Madrasah, Penerbitan surat Keputusan pingganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan s-urat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin pendirian Madrasah;
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i' MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WII,AYAH KEMENTERIAN AGAMATENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRTAN I OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA GADUNGAN KABUPATEN
BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

ugryberikan perpanj.ngan izin pendirian/operasionar Raudhatur
lthfrr kepadi Hauarratut Athfat 

""u"g"i--Ju t ."""t"* dalamI*ampiran yang merupakan bagian- tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pembelan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
SESAT! dapat dicabut apabil,a Raudhatui Athfal t "gbersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

Keputusan ini murl i berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Februari 2}lg

ALA KANTOR \[/II.AYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

BATIHI,

;*'



I-AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
$/ILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVTNST JAWA TIMUR
NOMOR 3173 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA
GADUNGAN
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRTAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AWA TIMUR,

1 Nama Raudhatul Athfal PERWANIDA GADUNGAN

2 Nomor Statistik Madrasah 1012350sOO90

3 Alamat Raudhatul Athfal MASTRIP NO. 16 RT. 03 RW. 01

DESA GADUNGAN

KECAMATAN GANDUSARI

KABUPATEN BLITAR

PRQVIN$I JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara BAKTI PERWANIDA

5 Ake Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Ar{u-0028824.AH.01.04. TAI{UN 2015 /
4 DESEMBER 2015


